'\ NS ]
A V4 B

e

KEPALA DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA SENDANGSARI

KECAMATAN PENGASIH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH

KABUPATEN KULON PROGO




Menimbang

Mengingat

'(-/r;.f‘. P
{
N

KEPALA DESA SENDANGSARI

KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR 8 TATIUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI

@

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGSARI

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk
scbesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah'an dan
pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah (erakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum di Desa:

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa. dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI

Dan
KEPALA DESA SENDANGSARI



MEMUTUSKAN
Menctapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019
Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SENDANGSARI Tahun Anggaran 2019 adalah scbagai berikut

1. Pendapatan Desa Rp 2.796.334.327,00
2. Belanja Desa Rp 3.011.197.328,00
Surpuls/Defisit Rp © (214.863.001,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 357.509.101.,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 142.646.100,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 214.863.001,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran  Rp 0.00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal:
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa. :

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana. keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan
oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

¢. berskala lokal desa.
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Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pe ngan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
SENDANGSARI. Fam N, N

i, \,

e Ditetapkan di : Sendangsari
%/ Padatanggal: 21 Desember 2018
W< ! ewotKe a,

—

Suhardi
Diundangkan di : Sendangsari
Pada tanggal : 21 Desember 2018
Pj. Sg retz:ris Desa

P em
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2019

Printed by Siskeudes 18/12/2018 11:15:48

Reizﬁfwc URAIAN ANG(C::?N SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asli Desa 168.676.919,00
4.2, Pendapatan Transfer 2.626.057.408,00
43. Pendapatan Lain-lain 1.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 2.796.334.327,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.298.713.418,00
1% Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 575.285.809,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.364.000,00 | ADD
1.1.01 5.1 Belanja Pegawai 35.364.000,00
1:1:02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 366.523.400,00 | ADD
1.1.02 | 51. Belanja Pegawai 366.523.400,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 33.999.440,00 | ADD
1.1.03 | 6.1. Belanja Pegawai 33.999.440,00
1.1.04 ge(?yediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 50.009.569,00 | ADD, PAD
In
1.1.04 | 52. Belanja Barang dan Jasa 50.009.569,00
1905 Penyediaan Tunjangan BPD 38.335.000,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 31.570.000,00
1.1.05 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.765.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 14.737.800,00 | ADD
m, Listrik dlf)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.737.800,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 31.316.600,00 | ADD
1107 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 31.316.600,00
1.1.90 Penyediaan Operasional Pedukuhan 5.000.000,00 | PAD
1.4.90 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 341.135.400,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 34.525.000,00 | ADD, PAD
1202 | 62 Belanja Barang dan Jasa 34.525.000,00
1:2.03 ;’embangunan!Rehabilitasi/Peningkazan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** 306.610.400,00 | SLP
1.203 | 53. Belanja Modal 306.610.400,00
1:3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 76.211.100,00
dan Kearsipan
Halaman 1
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RE:(;?JFNG URAIAR A"G(i‘;“]m SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 60.156.700,00 | ADD, PAD
1.3.01 | 52 Belanja Barang dan Jasa .30 156.700,00
1301 | 53. Belanja Modal 30.000.000,00
1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 16.054.400,00 | ADD, PAD
1.3.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.054.400,00
1.4, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 294.224.709,00
dan Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 25.278.600,00 | ADD
Reguler)
1.4.01 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25.278.600,00
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 2.705.400,00 | PAD
Reguler)
1402 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.705.400,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 26.725.600,00 | ADD
1403 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 26.725.600,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 15.110.600,00 | ADD
Jdil)
1.4.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.110.600,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 22.746.504,00 | ADD
1405 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.746.504,00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 14.604.600,00 | ADD
arakat
1407 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 14.604.600,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 19.578.400,00 | ADD, PAD
1.4.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.578.400,00
1.4.08 | 53. Belanja Modal 10.000.000,00
1.4.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D 4.402.000,00 | PBH
esa
1409 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.402.000,00
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan 66.618.305,00 | ADD
& BPD
1410 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 66.618.305,00
1.4.91 Pengisian Perangkat Desa dan Tenaga Honor Desa 64.269.700,00 | ADD
1491 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 64.259.700,00
1.4.92 Sosialisasi Produk Hukum Desa 3.509.000,00 | PAD
1492 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.509.000,00
1.4.93 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemba 28.686.000,00 | ADD, PAD
ngunan Desa
1493 | 52, Belanja Barang dan Jasa 28.686.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 11.856.400,00
1.5.05 Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 11.856.400,00 | PBH
1.5.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.856.400,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.470.943.040.00
e Ji Sub Bidang Pendidikan 271.316.639,00
Halaman 2
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RE‘:‘;‘:‘FNG URAIAN AN‘??“:R}AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 155.364.800,00 | ADD
a (Honor, Pakaian dll)

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 155.364.800,00

2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 55.000.000,00 | PAD

2.1.02 | 5.3. Belanja Modal 55.000.000,00

2.1.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonf 42.460.000,00 | DDS
ormal Milik Desa

2405 | 5.3, Belanja Modal 42 460.000,00

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B 18.491.839,00 | ADD, PAD
aca) '

2.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.491.839,00

21.08 | 53 Belanja Modal 12.000.000,00

2.2, Sub Bidang Kesehatan 131.911.501,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 94.334 400,00 | ADD, DDS

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 94.334.400,00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 24.365.801,00 | DDS, SLP
der Kesehatan dll)

22038 |52 Belanja Barang dan Jasa 24.365.801,00

2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 11.611.300,0C | ADD. DDS, SDD

2206 | 52 Belanja Barang dan Jasa 11.611.300,0C

2.2.90 Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) 1.600.000,00 | PLL

2290 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.020.032.500,00

2:3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 758.207.000,00 | ADD, DDS

2310 | 53 Belanja Modal 758.207.000,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s 255.212.500,00 | DDS
elokan dit)

2314 | 5.3, Belanja Modal 255.212.500,00

2.3.90 Pengusunan Dokumen Rencana Detail Bangunan 6.613.000,00 | PAD

2390 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 6.613.000,00

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 39.275.000,00

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 39.275.000,00 | DDS
& Huni GAKIN

2401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 39.275.000,00

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.407.400,00

2.5.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan 8.407.400,00 | PBH
Kehutanan **)

2503 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.407.400,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 156.303.956,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 30.392.090,00
Masyarakat

3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P 21.965.800,00 | PBH
emdes

3102 T 82, Belanja Barang dan Jasa 21.965.800,00

Halaman 3
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KODE
i i URAIAN AN‘T%:R;AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala 8.426.290,00 | ADD, PBH
Lokal Desa
31.03 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.426.290,00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 56.851.066,00
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6.000.000,00 | PBH
3201 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
3.2.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke 20.000.000,00 | PBH
c/Kab/Kor)
3202 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 6.036.000,00 | PBH
T RI, Raya Keagamaan dll)
3.2.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.036.000,00
3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegarnaa 1.815.066,00 | ADD
n Milik Desa
3.204 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.815.066,00
3.2.91 Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan 23.000.000,00 | sSLP
3281 | 82 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 23.127.900,00
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K 8.500.000,00 | PBH
ec/Kab/Kota
3301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
3.3.03 Penyelenggaraan Festival/lLomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 8.034.900,00 | ADD
3.3.03 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.034.900,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/QOlahraga Tingkat Desa 6.593.000,00 | ADD
3.3.06 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.593.000,00
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 45.932.900,00
3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 12.4959.900,00 | ADD
3402 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 12.499.900,00
3.4.03 Pembinaan PKK 29.321.000,00 | ADD
3403 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 29.321.000,00
3491 Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4.112.000,00 | ADD. PBH
3491 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.112.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 80.307.414,00
4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.275.014,00
4.1.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 10.275.014,00 | PBH
4102 | 52. Belanja Barang dan Jasa 10.275.014,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.218.000,00
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet 5.218.000,00 | DDS
ernakan
4205 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.218.000,00
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 37.198.500,00
4.3.90 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 37.198.500,00 | DDS
Badan Pemusyawaratan Desa
4390 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 37.198.500,00
Halaman 4
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RAIAN
REKENING u (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5
44, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 7.720.000,00
Keluarga
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4.924.000,00 | DDS
4401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.924.000,00
4.4.02 Pelatihan dan Penyuiuhan Perlindungan Anak 2.796.000,00 | DDS
4402 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.796.000,00
4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 1.809.000,00
4.5.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 1.809.000,00 | DDS
4501 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.809.000,00
4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 18.086.900,00
4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 15.174.000,00 | DDS
4.7.02 | 5.3. Belanja Modal 15.174.000,00
4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom 2.912.900,00 | DDS
i produktif
4704 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.912.900,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 4.929.500,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 4.929.500,00
5.1.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 4.929.500,00 | PAD, PBH
5.1.01 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.929.500,00
JUMLAH BELANJA 3.011.197.328,00
SURPLUS / (DEFISIT) (214.863.001,00)
6. PEMBIAYAAN
5.1 Penerimaan Pembiayaan 357.509.101,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 142.646.100,00
PEMBIAYAAN NETTC 214.863.001,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
b/ \'\' i Sendangsari, 21 Desember 2018
~ " .. KepalaDesa
‘Suhardi
Halaman 5




BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI
DAN
KEPALA DESA SENDANGSARI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 /KB/PD/2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu delapan belas bertempat
di Balai Desa Sendangsari, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Sendangsari

Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo,

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2019

MENJADI

Peraturan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2019

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa

Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

KETUA KEPALA DESA




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PENGASIH

J1. Purbowinoto No. 6 Pengasih Kab. Kulon Progo 55652 Telp./Fax. (0274) 773320

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENGASIH
NOMOR. 57 TAHUN 2018
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN PENGASIH,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a

P

Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Desa;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi

terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan
Camat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Sendangsari Kecamatan Pengasih Tentang Evaluasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah  Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah [stimewa Jogjakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950
Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten
dengan nama Kulon Progo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa. Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;




10.

11.

12;

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2015 tentang Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun
2015 tentang Produk Hukum Desa;

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan
Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015;



Pendapatan dan Belanja Desa;

20. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 16 tahun 2015 teantang Produk Hukum Desa;

21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU . Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sendangsari
tentang Evaluasi APB Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA . Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Sendangsari Tahun 2019 berdasarkan
hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 28 Desember 2018

Pembina Tk.[,IV/b
NIP: 19680121 199603 2 001
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